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ABSTRAK

Nama Kristiana Saleh, Stambuk BI0OS03, tinjauan program starta
satu (51) bagian ilmu hukum, judul Implementasi Hak dan Kewaijiban
Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
di bimbing oleh Said Karim (Pembimbing 1) dan Syamsuddin Muchtar
(Pembimbng Wl). Penelitian ini bertujuan uniuk mengetahui bagaimana
tanggapan kalangan Advokat mengenai berlakunya Undang-Undang
Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta sejauhmana
pelaksanaan hak dan kewajiban Advokat setelah berakunya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Rumah
Tahanan Makassar dimana kedua lokasi tersebut, metode penelitian yang
digunakan penulis adalah wawancara langsung. Uraian tentang hak dan
kewajiban Advokat pada skrpsi ini memberikan gambaran bagaimana
tanggapan kalangan Advokat atas adanya Undang-Undang Advokat dan
bagaimana pelaksanaan hak dan kewsjiban Advokat dimana dalam hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksansan hak dan kewajiban Advokat
menurul Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Adwvokal belum
begitu efektif yang hal ini disebabkan Undang-Undang Advokat dikatakan
masih baru dan masih dalam transisi Adapun itu, harapan para kalangan
Advokat agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
dapat berjalan  sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut
ferutama yang menyangkut hak dan kewajiban advokat.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah sekitar dua tahun dibahas, akhimya Rancangan undang-
undang tentang Advokat telah menjadi undang-undang dengan nama
Undang-Undang  MNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
diundangkan pada tanggal 5 April Tahun 2003. Banyak pro dan kontra
terhadap Undang-Undang Advokat tersebut ada yang berpendapat bahwa
sesungguhnya tidak diperflukan adanya undang-undang advokat karena
hanya akan memberikan peluang bagi ikut campur tangannya pemerintah
terhadap advokal. Namun ada juga yang berpendapat bahwa harus ada
undang-undang tentang Advokat agar dapat sejajar dengan perangkat
hukum lainnya dalam proses peradilan. Terdepas dan semua itu pro dan

kontra yang ada, Undang-Undang Advokat telah berlaku dan mengikat .
Denny Kalimang dalam harian KOMPAS (2001) mengingatkan,
kalangan advokat sudah lama merindukan keberadaan undang-undang
profesi Advokat sebab, tanpa sebuah Undang-undang yang berlaku sama
bagi advokat, penegakan etika profesi advokat itu sulit dilakukan padahal
selama ini tidak sedikit warga masyarakat yang mengadu dan
mengeluhkan pelanggaran etika profesi oleh advokat. Hal tersebut

didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan Undang-Undang advokat



sangal dibutuhkan oleh masyarakat karena peraturan perundang-
undangan sebelumnya tentang Advokat tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Dalam membahas masalah
lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam
proses peradilan pidana di Indonesia maka orientasi pemikiran kita
pertama-tama diarahkan pada dasar perundangan apa yang menjadi
alasan utama sehingga perlu adanya advokat dalam masyarakat. Hal ini
erat kaitannya dengan masalah pengakuan akan hak asasi manusia
dimana harus dilihat tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban setiap
warga negara.

Istilah profesi advokat sudah melekat secara historis di Indonesia
dan tefah diakui sejak lama dalam pergaulan Internasional. Demikian pula
makna profesi advokat sangat luas meliputi - memberikan nasehat hukum,
membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara di muka umum,
memberikan konsultasi hukum, mempunyai pendidikan formal dalam
bidang hukum untuk dapat berprakik dan membela perkara serla
mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain.

Tercapainya suatu organisasi profesi advokat yang bebas sangat
penting bagi masyarakat karena pada hakekatnya masyarakat dalam
konteks negara hukum dan negara demokrasi selalu mencar jasa hukum
(legal services) dan pembelaan (fitigation) dan para advokat, karena

advokat memang dididik dan dilatih untuk melindungi kepentingan

fad



masyarakat. Menurut Frans Hendra Winarta (1995 37), hak untuk
mendapatkan jasa hukum dan pembelaan seorang klien dapat dilihat
pada rumusan Deklarasi Montreal sebagai berkut :
All persons shall have effective acces fo legal services provided by
independent lawyer to protect and establish their economic All
persons shall have effective acces [0 legal services provide
by, social and cultural as well as civil and political rihgt.

Kebebasan profesi advokat harus dijamin dalam rangka melindungi
dan mengangkat harkat dan martabat manusia yang lebih dikenal dengan
hak asasi manusia, kebebasan profesi advokat sebagaimana profesi
hakim peru dijamin dalam undang-undang maupun dalam kenyataan
yang sering disebut sebagai syarat mutlak terciptanya suatu peradilan
yang mandiri {(independent and impartial judiciary). Mendidik masyarakat
tentang Rule of law sungguh tidak mudah. Hal ini disebabkan kesadaran
hukum masyarakat kita yang tidak sama tingkatannya dan persepsinya
sebagal ciri khas suatu masyarakat majemuk, akan tetapi ini justru
menjadi tantangan organisasi advokat dan para anggotanya untuk
mengemban tugas mulia tersebut karena pada dasarnya keseluruhan
tugas advokat membela dan memberi nasihat hukum kepada masyarakat
adalah tugas yang mulia. Sefiap tersangka mempunyai hak untuk
didampingi oleh seorang penasinat hukum sejak awal atau ditangkap oleh

penegak hukum. Dalam konteks hak asasi manusia, hal ini dikenal

Lad



dengan istilah acces fo legal counsel, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 56 ayat (1) KUHAP :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau
lebih yang tidak mempunyai penasihal hukum sendiri,pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemerksaan dalam proses
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Advokat dipandang
akan semakin memperkuat legitimasi dan keberadaan profesi advokat di
Indonesia dan masyarakat serta aparat penegak hukum lainnya
diharapkan akan mengetahui dengan jelas tugas, fungsi dan kedudukan
advokat - dalam sistem peradilan - di Indonesia, sebaliknya juga
menentukan rambu-rambu sebagai bentuk pengawasan agar tanggung
jawab profesi dan perilaku advokat .yang merupakan pekerjaan terhormat
(officium nobile) tidak mengecewakan, apalagi mengingat advokat adalah
bagian dari sistem peradilan yang dituntut jujur dan adil untuk semua
pencari keadilan demi penegakan hukum.

Namun adanya pro dan kontra terhadap keberadaan undang-
undang advokat itu sendiri yaitu antara lain isu mengenai hak imunitas
seorang advokat antara- lain isu mengenai jabatan rangkap seorang
advokat, mengenai syarat pendidikan seorang adwvokat, isu mengenai

pembentukan organisasi advokat-dalam jangka wakiu dua-tahun dimana



isu-ist tersebul dikhwatirkan akan mempengaruhi kemandiran dan
kebebasan profesi advokat.

Berdasarkan hal tersebut miaka penulis texrtarik
membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : Implementasi Hak
dan Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 Dalam Proses Peradilan Pidana

1.2 Rumusan Masalah
| 1. Bagaimanakah tanggapan kalangan-advokat mengenai beriakunya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?

2. -Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban advokat setelah
berdakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 teniang
Advokat 7

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan
diaddkannya penelitian adalah :
[. Untuk mengetahui tanggapan kalangan advokat — atas
berfakunya Undang-Undang Momor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban
advokat setelah beriakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat



Ada pun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang
bemminat pada Hukum Acara
2. Sebagal bahan masukan dan untuk lebih meningkatkan
pengetahuan bagi penulis
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program satu

pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



‘BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA,

2.1 Pengertian, Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Memperoleh Bantuan
Hukum dan Pihak-Pihak yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum
'2.1.1 Pengertian Bantuan Hukum
Pembenan bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu
prnsip negara hukum yang dalam tahap pemenksaan pendahuluan
yang diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk kepeduan
menyiapkan pembelaan tersangka terutama ‘sejak saat dilakukan
penangkapan dan ataw penahanan, berhak untuk menunjuk dan
menghubungi serta minta bantuan penasihat hukum adalah hak dan
seorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk dapat mengadakan
persiapan pembelaannya untuk dapal mengadakan persiapan
pembelaannya maupun untuk mendapatkan tentang jalan yang dapat
ditemukannya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau
terdakwa, untuk itu tersangka atau terdakwa diber kesempatan untuk
mengadakan hubungan dengan orang yang dapat membenkan bantuan
hukum sejak saat ia ditangkap atsu dilshan pada semua tingkat
pemernksaan. Ada dua hal yang penting yang berkaitan dengan bantuan
hukum, pertama bantuan hukum merupakan suatu gerakan untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan



menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ‘manusia dan warga
Negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha
untuk melakukan perbaikan hukum agar hukum dapat memnuhi
kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Sebagai negara hukum, konstitusi menjamin warganya sama
kedudukannya di muka umum. Sebagaimana Pasal 27 ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945 memberikan jaminan :

" Sefiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan

pemerntahan serta wajib menjunjung hukum dan pemernntah

tersebut tanpa terkecuali”.

Makna bunyi pasal distas adalah bahwa setiap warga Negara
mempunyai hak dibela (acces o legal counsel), sama diperiakukan
dimuka umum {egualiy before fhe law ] dan keadilan untuk semua
(justice for all).

Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak-
hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan lidak boleh dilanggar,
setiap orang mempunyai tanggung jawab memastikan sejauh mungkin
hak orang lain dihormati.

Yudha Pandu (2001: 88-89) menyatakan, bahwa Bantuan
hukum adalah memberikan nasehat hukum secara cuma-cuma
termasuk dalam hal pembelaan pada acara persidangan di pengadilan.

Maksud pembelaan disini tidak ditafsirkan sebagai pembelaan yang "



membabi buta” seperti melakukan pembelaan terhadap kesalahan atau
pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa atau tersangka, sehingga
ia dapat bebas dar tuntutan, tetapi pembelaan yang diharapkan adalah
upaya mendapatkan keadilan yang diperolehnya berupa hukuman yang
setimpal berdasarkan berat nngan kesalahan atau pelanggaran yang
dilakukan,

Dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1
ayat (9) dijelaskan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang
diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak
mampu. Adapun Frans Hendra Winarta (1995:28), menyatakan bahwa
pemberian bantuan hukum adalah dengan bersedianya advokat yang
sudah berpengalaman dan mapan menyediakan wakiu dan tenaga
untuk membeda orang-orang tidak mampu atau bergabung dengan
lembaga bantuan hukum.

Selanjutnya Frans Hendra Winarta (2000:46), menyatakan bahwa
bantuan hukum ianganiah dilihat hanya sebagai bentuk belas kasihan
kepada yang lemah semataseringkali bantuan hukum diasosiasikan
aleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi simiskin. Padahal
seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilhat dalam arti sempit
letapi juga dilihat dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin,
bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan

hak asasi manusia. Bantuan hukum sebagai bagian profesi advokat,



dimana profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena

mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa me,mhadaic:an latar

belakang ras, wama kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kzyam%kjn -

keyakinan politik, gender dan ideologi.
Bantuan hukum bukanlah suatu belas kasihan yang diberikan oleh
negara, melainkan hak setiap individu karena bantuan terhadap orang

miskin merupakan kewajiban negara.

21.2 Hak TersangkaTerdakwa Untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Tidak dapat disangkal adanya suatu fakta bahwa sefiap orang
yang diperhadapkan di depan persidangan pengadilan dengan suatu
dakwaan melakukan suatu tindak pidana; sudah pasti mereka dalam
posisi  lemah dan terepit sekalipun tersangka atau terdakwa adalah
seorang ahli hukum yang terkenal, tapi manakala dia sendin secama
pribadi fersangkut perkara pidana maka ia pun memeriukan bantuan
hukum yaitu didampingi oleh penasihat hukum.

Adapun dasar hukum {ersangka atau lerdakwa untuk
memperoleh. bantuan hukum dapat dilihat dar beberapa kutipan
ketentuan perundang-undangan seperti -

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia
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Pasal 18 ayat (4)
Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan
hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
. Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1970 tentang Hétentﬁan—
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi
Undang-Undang MNomor 35 Tahun 1999 Pasal 35 dan 36
‘kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4-5
Tahun 2004 Pasal 37 :
Pasal 37
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum
Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang fersangka terutama sejak saat
dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak
menghubungi dan meminta bantuan hukum

Pengakuan Universal dalam Infemational Covenant On Civil
and Political Rights Yakni pada Bab | Arcle 14 sub 3, yaitu
Bahwa kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan :

* Ta be tried in his presence,and to defend himsell in person on
through legal assistance of his own choosing, to de-inform, if he
does not have legal assistance,of this nght, and to have legal

sssierest juslice so require, and without payment by him in any
~h case if he does not have sufficent mens fo pay for il.
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Pasal 18 ayat (4)
Seliap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan
hukum sejak saat  penyidikan sampai adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Hiatentﬁaw
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi
Undang-Undang MNomor 35 Tahun 1999 Pasal 35 dan 36
kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4-5
Tahun 2004 Pasal 37 :
Pasal 37
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum
Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang fersangka terutama sejak saat
dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak
menghubungi dan meminta bantuan hukum

Pengakuan Universal dalam Infernational Covenant On Civil
and Political Rights Yakni pada Bab | Arcle 14 sub 3, yaitu
Bahwa kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan :

" To be tried in his presence,and to defend himself in person on
through legal- assistance of his own choosing, to de inform, if fie
does nat have legal assistance,of this nght, and to have legal

assierest justice so reguire, and without payment by him in any
such case if he does nof have sufficent mens to pay for .

I



D!'adi'lj_ dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara
pribadi atau dengan bantuan penasibat hukum menund
pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya, ini jika ia
tidak mempunyai ;:enasahat hukum ia dntungukkan penasihat
hukum untuk kepentingan peradilan, dan jika ia tidak mampu
membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dar pembayaran”,

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dan seorang atau lebih penasihat
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat
pemernksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-
undang ini

‘Pasal 56

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana matli
atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau lebih
atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasibat hukum
sendin, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat
hukum bagi mereka.

Pasal 144

Dalant hal seorang disangka melakukan suaty tindak pidana
sebelum dimulainya. pemeriksaan aleh penyidik, penyidik wajib
‘membertrahukan  kepadanya tenlang haknya  untuk
mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu
waiib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56.

Adnan Buyung Nasution {1982:3) mengemukakan bahwa :
“Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah  pertumbuhan

program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro
Cappelleti dari penelian tersebut temyata bahwa program



bantuan hukum kepada simiskin telah dimulai sejak zaman

Romawi. Juga termyata bahwa pada setiap zaman, arti dan tujuan

pemberian bantuan hukum kepada simiskin, erat hubungannya

dengan nilai-nilai hukum yang bedaku dimana pada saat itu
pemberian bantuan kepada simiskin awalnya untuk mendapat
pengaruh dan dukungan dar masyarakat.”

2.1.3 Pihak Yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum

Dalam KUHAP diatur siapa yang berhak memberikan bantuan

hukum kepada tersangka atau terdakwa yaitu penasihat hukum :
Pasal 1butir 13 (Bab | Ketentuan umum);
Penasihat hukum adakah seorang yang memenuhi syarat yang
ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi
bantuan hukum,

Istitah penasihat hukum untuk pertama kalinya digunakan dalam
perundang-undangan negara di Indonesia yakni dalam Pasal 27 dan 28
Undang-Undang MNomeor 14 Tahun 1970 {entang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang
Nomaor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,
Demikian pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dalam Pasal 69 sampai 74 pada Bab VIl tentang Bantuan hukum
memakai istilah penasihat hukum. Penasihat hukum adalah mereka
yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum, baik dengan
bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik

sebagai mata pencaharian atau tidak yang disebut sebagai advokat dan



pengacara praktek. Darn pengertian penasihat hukum sebagaimana
yang dimaksud maka fidak dapat dipungkiri lagi bahwa seorang
penasihat hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum
lainnya seperti hakim, jaksa maupun polisi.

Menurut Yudha Pandu (2001:11) Penasihat hukum adalah orang
yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum
terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang
telah dilakukan kliennya (non-litigation).

Para penegak hukum tersebut masing-masing telah diben
kewenangan oleh undang-undang sesuai dengan fungsi dan perannya
masing-masing, terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Terang Advokat yang secara tegas diatur pada Pasal 5
ayat 1:

» Advokatl berstaius sebagai penegak hukum, bebas dan
mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.”

Advokat dapat berlindak sebagai penasihat hukum bagi seorang
tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut
diduga melakukan tindak pidana, baik sejak dimulainga proses
penyelidikan atau penyidikan sampai pada proses pemeriksaan perkara
di pengadilan, maka seorang penasihat hukum yang kini dikenal dengan

ictilah Advokat sesual dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18
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Nomor Tahun 2003 tentang Advokal, harus memenuhi persyaratan
formal yuridis untuk dapat mendampingi atau memberikan bantuan
hukum kepada kliennya tersebut.

Dengan demikian tidak benar pandangan bahwa penasihat hukum
dalam suatu proses perkara pidana seakan dianggap sebagai pembela
orang yang bersalah, dipandang sebelah mata apalagi untuk dilecehkan.

Ada pun itu penyidik atau hakim dalam hal tersangka atau
ferdakwa diancam hukuman 5 (ima) tahun ke atas yang tidak
mempunyai penasihat hukum sendin dengan alasan yang bersangkutan
tidak mampu maka penyidik atau hakim mempunyai kewajiban untuk
menunjuk penasihat hukum baik yang untuk mendampingi tersangka
atau terdakwa selama dalam proses pemerksaan perkara yang
dipersangkakan atau didakwa kepadanya, berdasarkan hal tersebut
telah diatur dalam ketenfuan pasal 56 Kilab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana tentang tersangka atau terdakwa diancam hukuman 5
(lima) tahun keatas yang fidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
Ayat (?) dari pasal tersebut menyatakan bahwa :* "Setiap penasihat
hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Namun sekalipun pejabal yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
KUHAP telah menunjuk Penasihat hukum terhadap tersangka atau

terdakwa uniuk mendampnginya dalam proses pemenksaan atau



perkara yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya. Namun
pe:'uunjukan penasinat hukum yang dimaksud, harus terlebih dahulu ada
persetujuan darn tersangka atau terdakwa, sesuai dengan ketentuan
Pasal 55 KUHAP yang menyatakan untuk mendapatkan penasihat
hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak
memilih sendin penasihat hukumnya.
Ada pun kriteria mengenai pemberian bantuan hukum kepada
tersangka atau terdakwa terdini atas :
1. Dapat, dengan ancaman hukuman pidana dibawah 5 tahun
yaitu 3 bulan sampai dengan 4 tahun 11 bulan
2. Berhak, dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun keatas
sebelum 20 tahun sampai dengan 19 tahun 11 bulan
3. Wajib, dengan ancaman hukuman 15 tahun keatas sampai
dengan 20 izhun dan ancaman hukuman seumur hidup serta
ancaman hukuman mati.
Bertolak dari ancaman pidana atau sanksi dan delik yang
dipersangkakan yaitu dilinat dari latar belakang suatu perkara tersebut
Dengan demikian seorang penasihat hukum yang berfindak
untuk dan atas nama terdakwa, berdasarkan penunjukkan pejabat yang
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan persefujuan pihak
terdakwa, berhak untuk bertindak untuk dan atas hak serta kepentingan

hukum ferdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkara yang



didakwakan terhadap kliennya lersebut, walaupun fenpa ada surat
kuasa khusus dari terdakwa.

2.2 Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Advokat Selaku
Pemberi Bantuan Hukum

2.21 Pengertian Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum

Secara historis peran pemberian jasa hukum oleh advokat di

Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, setelah pecahnya
perang Napolen pada permulaan abad XIX. Dimana sebagai sebuah
koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia
sebagaian mengadopsi sistem hukum yang diterapkan oleh
pemerintahan Belanda, Sementara masyarakat Indonesia sebelumnya
telah lebih dulu memilki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang
relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem
sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai
persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial
tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan Ropaun Rambe (2001:6) Istilah
dan pengertian advokat dan pengacara sebagai nama profesi hukum
dalam sejarahnya telah dikenal dengan istiiah advokat dan procureur
dinegeri Belanda. Semula istilah procureur atau pengacara atau solictoir
hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara

di pengadilan sedangkan pekerjaan diluar acara pengadilan dilakukan
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oleh advokat/advocate akan tetapi sekarang disemua negara perbedaan
antara profesi advokat/advoeate dan pengacara/procureur sudah hilang
dan sekarang digunakan istilah advokat/advocaatiadvocate atau
Lawyer.

Subekdi (1982: 13) menyimpulkan perbedaan antara advokat dan
procureur, yaitu bahwa seorang advokat adalah seorang pembela dan
penasihat. Sedangkan seorang procureur adalah seorang shli dalam
hukum acara perdata, yang memberkan jasajasanya dalam
mengajukan perkara-perkara kepada pengaditan dan mewakifi orang-
orang yang berperkara dipengadilan. Selain daripada itu masih ada
perbedaan antara advoxat dan procureur, yaitu seorang procurew fidak
berhak membacakan pleidooi dan hanya mewakili pada tingkat
pertama,berbeda dengan advokat yang mulai dar tingkat pertama
sampai tingkal kasasi di Mahkamah Agung. Namun karena telsh
berakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
maka istilah Pengacara diseragamkan menjadi Advokat yang dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat berarti |

"Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam
maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan

berdasarkan undang-undang.”

Is



Untuk

lebih jelasnya, Pasal 3 mengatur mengenai persyaratan

yang harus dipenuhi seseorang agar baru dapat disebut sebagai
advokat, yaitu antara lain -

1.
2

Warga negara Republik Indonesia

Bertempat tinggal di Indonesia

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat
Negara

Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lira) tahun
Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum

. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat

Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus
pada kantor Advokat

Tidak permah dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih

Berperilaku jujur, baik, bertanggung jawab, adil dan

mempunyai integntas yang tinggi

2.2.2 Dasar Hukum Perlunya Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum

Sejarah hukum di Indonesia merupakan peninggalan kolonial

Belanda pada wakiu itu peraturan dan perundang-undangan begity
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banyak,oleh karena itu pada akhimya dibuatiah peraturan umum
mengenai perundang-undangan untuk Indonesia (Algemene Bepalingen
Van Welgeving Voor Indonesia-disingkat AB) Staatsblad 1847 No.23
yang diumumkan pada tanggal 30 Aprl 1847 dan hal inilah yang
menjadi dasar-dasar dan pokok-pokok hukum dilndonesia yang
menganut sistem hukum Eropa Kontinental,

Gayus Lumbuun (2003 :2) mengemukakan bahwa, hadimya
Undang-Undang Advokat yang sudah lama dinantikan baik oleh
kalangan Advokat sendii maupun dan masyarakat luas merupakan
legitimasi profesi, maka Undang-Undang Advokat telah memberi otoritas
profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan kepada publil
sesual dengan keilmuannya, disamping perlu pengaturan adanya sanksi
hukuman bagi yang melanggar ketentuan pada undang-undang
tersebut, sementara dari segi moralitas dan integritas profesi advokat
diatur tersendin melalul ebka profesi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
didasar dengan berbagai pertimbangan antara lain :
- Bahwa kekuasan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan
dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang
bebas, mandini dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu

peradilan yang jujur.adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua



pencari  keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,
keadilan dan hak asasi manusia.

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebasmandii  dan
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya
penegakkan supremasi hukum.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Advokat yvang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan

kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun dasar hukum lahimya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

tentang Advokat ialah :

Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang MNomor 1/Drt/195 Tentang Tindakan-Tindakan
Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan
dan Acara Pengadilan-Pengadilan sipil.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 tahun 1998,

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Peralihan Umum



Undang-Undang nomor tahun 1886 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 4 tal_mn 1998 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi
Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 19399 fentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dengan lahimya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat diharapkan agar dalam prakiik sehari-har seorang Advokat
tidak diperiakukan tidak sesuai dengan fungsinya seperli ditahan,
dituntut dan diinterogasi karena menjalankan tugasnya termasuk juga di
pengadilan daiam berbagai bentuk periakuan lainnya yang seolah-olah
tidak mengakhiri adanya imunitas advokat dalam menjalankan
profesinya.
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Advokat
Masih banyak terdapat kesalahpahaman yang memandang
bahwa pekerjaan advokat hanya membela perkara di muka pengadilan
dalam perkara perdata dan membela perkara pidana dihadapan

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan
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iligasi. Sesungguhnya pekerjaan advokat fidak hanya terietak dalam
bidang litigasi akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain diluar
pengadilan yang disebut pekerjaan non-litigasi.

Profesi advokat bukanlah merupakan sekedar pekerjaan tetapi
lebih merupakan profesi karena profesi advokat tidak sekedar mencari
nafkah semata, akan tetapi mempunyai nilai spritual yang lebih tinggi
didalam masyarakat . Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang
mulia harena.mewajihkan pembelaan kepada semua orang tanpa
membedakan latar belakang ras, wama kulit, agama, budaya, sosial
ekonomi, kaya-miskin dan ideologi.

Ada pun fujuan advokat untuk membela kepentingan tertuduh
agar hak asasinya tidak diperlakukan di luar ketentuan hukum yang
beriaku. Dan adapun fungsi advokat selaku pember bantuan hukum,
oleh Ropaun Rambe (2001:28-29) adalah sebagai berikut :

- Mendampingi klien selama proses penyidikan dan penyelidikan
- Memberikan pelayanan hukum dan nasehat hukum
- Menyusun kontrak-kontrak
Memberikan teknologi hukum
. Membela kepentingan klien dan mewakili klien dimuka pengadilan

Memberikan bantuan hukum dengan cuma-Cuma kepada klien yang

lemah



2.3 Hak dan kewajiban Advokat Selaky Pemberi Bantuan Hukum
Hak dan kewajiban advokat dalam sistem peradilan Indonesia yang
dianggap penting untuk dikenali dan berkaitan erat dengan peran
Neégara untuk mengalumya. Hak-hak advokat oleh Daniel S. Lev

(2002:83-97) meliputi -
- Hak untuk mendampingi kiien selama proses penyelidikan dan
penyidikan
- Hak untuk maju dimuka pengadilan
- Hak atas kebebasan dan perindungan dalam menjalankan fungsinya
- Hak untuk ikut serta menentukan kebijakan dalam sistem peradilan
- Hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
penanganan perkara
- Hzk uniuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan
perilaku aparat penegak hukum
- Hak untuk mewakili kiien dalam pelaksanakan putusan hakim
Hak atas rahasia jabatan dan hak untuk menjalankan fungsi arbitrase
dan mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan
Sedangkan yang termasuk kewsjiban advokat adalah :
- Kewajiban untuk Memenuhi Kualifikasi
Salah satu kewajiban pokck advokat sebagal pemben
bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan

kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan
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peradilan  lainnya, dan menjamin  terselenggaranya proses

peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah, dan
cepat. Tanpa adanya standart kualifikasi misalnya, dapat terjadi
Situasi dimana advokat yang beracara dipengadilan tidak memiliki
pengetahuan yang cukup mengenai hukum acara dan substansi
hukum kasus yang disidangkan sehingga terjadi kekacauan dalam
peradilan tersebut.

- Kewajiban untuk Menghormati Institusi dan Proses Peradilan

Lembaga peradilan membutubkan kewibawaan yang tinggi

agar perintah-perintah atau putusannya dapat dihormati dan lebih
mengikat Sementara proses peradilan adalah sebuah proses
publik dimana setiap pelaku peradilan yang merepresentasikan
kepentingan publik sesuai diferensiasi fungsinya saling beradu
argumentasi hukum dan mengemukakan fakia-fakia untuk akhirnya
menemukan keadilan. Dan Advokat sebagai salah satu elemen
peradilan dalam konteks integrated judiciary  system harus ikut
menjaga kewibawaan tersebut.

- Kewajiban untuk Menaati Hukum Acara

Pedoman normatif yang harus selalu dipegang advokat dalam

menjalankan profesinya., terutama dibidang litigasi adalah hukum

ebagai perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan

acama. S

fungsi setiap elemen peradilan agar ketentuan-ketentuan hukum
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material dapat ditegakkan. Ketaatan pada hukum acara layak

ditempatkan sebagai salah satu kewsjiban advokat sebab

pelanggaran atas ketentuan hukum acara bisa bardampak luas
bagi proses peradilan, dan bisa mendatangkan konskuensi yuridis
bagi pihak-pihak yang terkait dengan jalannya peradilan.

Dalam Undang-Undang Momor 18 tahun 2003 tentang Advokat
diatur juga kewajiban advokat seperti yang termuat dalam Pasal 20 ayat
(1.2 dan 3) yang intinya advokat fidak diperbolehkan memiliki jabatan
rangkap karena undang-undang tersebut telah memberkan status
sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum
dan perundang-undangan maka konsekuensi dari status tersebut
advokat dimanapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap
hukum.

Menurut Suhrawardi K. Lubis (1994:28) pada dasamya tugas
pokok penasihat hukum atau advokat adalah untuk memberikan legal
opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari
konfiik, sedangkan lembaga peradilan (beracara di pengadilan),
penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.
Dalam beracara didepan pengaditan tugas pokok penasihat hukum
adalah mengajukan fakta dan poenmbangan yang ada sangkut pautnya

dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga itu



2.4

memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil
adilnya.
Hak dan Kewajiban Klien

Dalam Kitab Undang-U ndang hukum Acara Pidana nomor 8 tahun
1981 diatur apa yang menjadi hak kiien, seperti dalam Pasalnya yang ke
54, 56, 69-74 dan 114 yang menegaskan bahwa seorang tersangka
pada saat dimulainya penyelidikan/penyidikan sudah diberikan hak oleh
hukum untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum,

Bahkan dalam perkara-perkara tertentu yang ancaman
hukumannya 5 (lima) tahun keatas yang tersangkanya tidak mampu dan
atau tersangka yang diancama hukuman 15 tahun keatas, wajib
didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik. Menyangkut
perscalan klien terhadap hukum pidana, maka advokat berusaha
melindungi hak-hak dan kepeniingan kliennya. Terutama hak untuk
diperiakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dimana
penasihat/advokat berusaha supaya kliennya tidak dikenakan tahanan,
kalau tidak berhasil maka ia mengawasi agar kliennya ditahan tidak
lebih dari waktu yang dibolehkan undang-undang. Jika terhadap harta
benda kliennya dilakukan penyitaan atau penggeledahan, advokat akan
menggunakan segala jalan yang dibolehkan oleh hukum untuk
melindungi kepentingan kliennya, jangan sampai harta benda kliennya

digeledah dan disita dengan semena-mena.



2.5

Adapun definisi kiien oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) yaitu : " Klien
adalah orang, badan hukum atay lembaga lain yang menerima jasa
hukum dari advokat.” Sedangkan kewajiban klien terhadap advokat
yang mendampinginya terdiri atas -

- Memberkan kepercayaan penuh pada advokat berupa tidak
menutupi keterangan yang sebenamya

- Tidak memaksakan kehendak

- Bertindak harus melalui konsultasi terlebih dahulu

- Tidak mencabut surat kuasa dengan tiba-tiba

- Membayar honor advokat

Kode Etik Advokat

Kode Etik advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota-
anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota
organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya dimuka
pengadilan. Oleh Soelaiman Soemardi {1892:1) :

"Brofesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap”

(vivegel vrij) dalam arti tanpa Ikem::'_.ﬂii dan te_mp_a pengarahan.

Sebaliknya, etka tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh

sayap (viuegel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.”
Fungsi Kode Etik Profesi Advokat dapat dikelompokkan :

a Kode Etik Dalam Hubungan Dengan Kepribadian Advokat

Umumnya



Seorang safjana hukum setelah lulus ujian khusus ke-
Advokatan maka dia lalu disumpah jabatan dengan rumusannya
terdapat plula dalam pasal 37 Undang-undang No.14 tahun 1970
dan secara konkrit telah dijabarkan dalam anggaran dasar masing-
masing organisasi advokat,

Advokat dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan
santun terhadap pejabat,penegak hukum,sesama advokat dan
masyarakalt namun dia wajib mempertahankan hak dan martabat
advokat dimimbar manapun juga, dan bekerja dengan bebas dan
mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib
memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum
Indonesia
. Kode Etik Dalam Hubungan Advokat dan Klien

Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan kiien
adalah tugas ulamanya seorang Advokat, karena disamping klien
merupakan sumber penghasilan juga oleh karena profesi advokat
merupakan jasa.

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu
daripada kepentingan pribadi advokat khususnya dalam menangani
perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan
dvokat tidak dibenarkan memberikan janji-janji kepada

perdamaian. A
klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain
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menentukan syarat-syarat guna membatasi hak-hak Kiietva’ untuk .~/

menyerahkan pengurusan perkaranya kepada advokat mn?;ma;‘_..-—ﬂ'{
karena itu seorang advokat harus menolak mengurus perkara yang
menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya dan yang terutama
advokat harus memegang teguh rahasia jabatan tentang ikhwal yang
diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib
menjaga rahasia iu meskipun telah berakhimya hubungan advokat
dan klien yang bersangkutan.
. Kode Etik Dalam Hubungan Dengan Rekan Sejawat

Yang dimaksud dengan rekan atau teman sejawat adalah
mereka yang bersama-sama menjalankan satu profesi yang sama
ialah Ke-Advokat-an baik teman dalam kantor maupun diluar kantor.
Sesama rekan sejawat advokat harus bersikap menghargai dan
saling mempercayai baik dalam tutur kata dan tulisan maupun dalam
tindakan harus berdasarkan sopan santun.

Keberatan alas perlaku teman sejawal yang dianggap
dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan

bertentangan
Kehormatan untuk diperksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan

melalui media massa.

Segrang advokat tidak diperkenankan untuk menarik seorang

klien dar teman sejawat. Jika kien hendak bergant advokat, maka

Ll
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advokat yang baru dipilih hanya dapat menerima perkara setelah
mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah
memenuhi semua kewajiban terhadapnya antara lain ; semua
dokumen dan keterangan penting yang berhubungan dengan
pengurusan perkara klien termasuk honorarium.
. Kode Etik Dalam Bertindak Menangani Perkara

Surat menyurat antara teman sejawat didalam suatu perkara,
pada umumnya tidak dapat dibenarkan ditunjukkan kepada hakim
kecuali apabila dianggap perlu untuk menunjukkan itikad buruk dari
pihak lawan. Surat-surat dibubuhi dengan catatan ° Sans Prejudice”
sama sekali tidak dibenarkan kepada hakim.

Korespondensi tersebut mengarah kepada upaya perdamaian
antara advokat dan jika upaya itu tidak berhasil maka seorang
advokat tidak dibenarkan menggunakan alasan terhadap lawan
dimuka pengadilan. Advokat tidak dibenarkan menghubungi saksi-
saksi pihak lawan untuk mendengarkan mereka dalam perkara yang
bersangkutan.

Dalam suatu perkara yang sedang berjalan di pengadilan,
advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama advokat

pihak lawan dan dalam menyampaikan surat menyurat tersebut

advokat pihak lawan diberikan tembusan. ‘Advokat tidak

diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam
i
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Maupun  di  luar  sidang meskipun hanya bersifat “ad-
informandum” jika hal itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada
advokat pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak
sehingga teman sejawat tersebut dapat mempelajari catatan yang
bersangkutan.

Jika harus menyelesaikan soal keuangan perkara yang
dikerjakan dengan perantaraan advokat pihak lawan bukan langsung
dengan pithak lawan itu sendin, tEI"l.I!iEH'I'I;ﬂ mengenai pembayaran-
pembayaran kepada pihak lawan, kecuali setelah
membentahukannya Kepada advokat pihak lawan tersebut, dan jika
advokat menerima pembayaran langsung dan lawan, hendaknya
segera melaporkan kepada advokat pihak lawan.

. Kode Etik Dalam Hubungan Advokat Terhadap Hukum/Undang-
Undang Kekuasaan Umum,dan Para Pejabat Pengadilan.

Lafal sumpah jabatan tefah jeias bahwa sumpah tersebut untuk
menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,, Undang-
undang dan peraturan pelaksanaan, dijumpai dalam pasal 37
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan dalam sumpah jabatan,
sedangkan menghormati kepada kekuasaan umum, Badan peradilan
dan pejabat lain terdapat dalam lafal sumpah jabatan tersebut.
Sikap atau tindakan yang tidak menghormati Badan Peradilan

dan para pejabatnya dapat dikategorikan sebagai melecehkan atau
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yang dinamakan * Contempt of Court® . Oleh karena itu dari
penjelasan umum pada butir 4 dari Undang-undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung telah disinggung tentang contempt
of court tersebut dan menghendaki adanya undang-undang yang
mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan
atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan
martabat dan kehormatan badan peradilan.
Rakemas Mahkamah Agung tahun 1986 mengelompokkan
perbualan Advokal yang dapat dianggap sebagai Confemnpt of court :
1. Secara lisan atau tertulis telah mengeluarkan pemyataan atau
pendapat yang merupakan perbuatan yang diancam dengan
pidana.
2. Memperiihatkan sikap yang tidak hormat terhadap Majelis
Pengadilan atau pejabat peradilan lainnya
3. Bertingkah laku dan berbuat yang tidak layak terhadap pinak-
pihak yang berperkara atau pembelanya.
Menurut Frans Hendra Winarta (1995:90), sikap advokat harus

pasif dan menunggu orang (klien) yang memeriukan jasa hukum datang

hepadanya,mendatangi klien apalagi secara door lo door sama sekal

tidak diperbolehkan, karena dianggap merendahkan derajat dan

mariabat advokat. Begitu pula kalau advokat mau mengiklankan suatu

gumuman teguran atau pemyataan, sebaiknya klien melihat dan
pen i



iﬁ"’j"’“kf_‘ft tidak dibenarkan untuk melali media massa
mencar publisitas bagi dirinya atau untuk menarik perhatian
masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat
mengenal perkara yang sedang atau telah ditanganinya,
e i b e
oleh sefiap advokat” yang wajib diperjuangkan
| Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
dikemukakan bahwa kode etik bersifat mengikat serta waijib dipatuhi
oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum
sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencahariannya) maupun oleh
mereka yang bukan advokatipenasihat hukum, akan tetapi menjalankan
fungsi sebagai advokat/penasihat hukum atas dasar kuasa insendentil
atau yang di berikan izin secara insendentil dar pengadilan setempat.
Oieh Mohamad Sanusi (1997:15-18) agar kode elik profesi advokat
dapat berfungsi dengan baik dan efeklif, maka harus ada badan atau
alal yang berlugas membina dan mengawasinya. Dalam suatu
organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau
dewan kehormatan profesi. Badan itu selain menjaga aturan kode etik
profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan
untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifal administratif
yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang

paling ringan misalnya teguran, tetapi mungkin saja berupa hukuman
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yang paling beral. Misainya, pemecatan dari  keanggotaan organisasi
advokatnya sesuai dengan berat fingannya pelanggaran. Agar kode etik
profesi Advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus
ada badan atau alat yang berfungsi membina dan mengawasinya.
dimana badan tersebut selain menjaga aturan kode etik profesi ftu
dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk
melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif
terhadap anggota-anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik

profesi.



3.1

3.2

BAB 3

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada
Pengadilan Megeri Makassar dimana yang menjadi objek penelitian
adalah para pengacara atau advokat yang tujuannya untuk melihat
secara langsung bagaimana advokat tersebut menjalankan tugasnya
dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban advokat Lokasi
penelitian yang kedua adalah di Rumah Tahanan makassar dan yang
menjadi objek adalah masyarakat (warga Rumah Tahanan Makassar)
yang pernah menggunakan jasa hukum dari advokat.

Sampel untuk keseluruhan responden dari pihak pengacara atau
advokat terdii atas 15 (ima belas) orang dar 140 (seratus empat
puiuh) orang pengacara atau advokat yang terdaftar di Pengadian
Megeri Makassar. Sedangkan sampel untuk masyarakal (warga
Rumah Tahanan Makassar) berumiah 20 {dua puluh) orang yaitu
masyarakat yang pemah menggunakan jasa hukum dar advokat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh terdiri atas 2 macarn yaitu :



1. Data Primer

Data yang diperoleh dar hasil observasi dan wawancara

langsung dengan responden yang representatif dalam arti
berkompeten dengan penelitian ini
2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu suatu cara
untuk memperoleh bahan-bahan penulisan dari beberapa buku

ataupun refensi yang relevan dengan permasalahan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4

Dalam penulisan ini penulis melakukan pengumpulan data
dengan cara seperti :
» Melalui buku-buku dan pendapat para ahli
« Peraturan perundang-undangan
+ Wawancara langsung

Analisis Data
Ada dua jenis data yang diperoleh yakni data pnmer dan data

sekunder, dimana kedua data ini sesudah diolah kemudian dianalisis

secara kualitatif lalu dideskripsikan.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem  penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama
dalam negara dimana dalam sistem pembagian kekuasaan, fungsi
penegakan hukum bahkan ditempatkan sebagai satu cabang tersendiri
karena sistem inilah yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Pasal 38 Undang-Undang Momor 14 tahun 1970 tentang Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya mengatakan
perlunya undang-undang mengenai bantuan hukum yang diatur tersendiri
walaupun terminologi yang digunakan dalam pasal tersebut adalah
bantuan hukum, namun substansi dari Bab VIl Undang-Undang Nomor 14
tahun 1970 mengenai bantuan hukum sebenamya mengacu pada fungsi
advokat secara umum.

Fokus pekerjaan seorang advokat yang memberikan suatu jasa
hukum, yang menurut undang-undang advokat tersebut adalah sualtu jasa
yang diberikan seorang advokat berupa memberikan konsuftasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela
dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien

dalam mewujudkan hak dan kewajiban advokat sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.



4.1 Tanggapan kalangan Advokat Mengenai Berlakunya Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui

wawancara langsung yang dilakukan pada  Pengadilan Negeri
Makassar diperoleh data, sebagai berikut

- Gambaran Pelaksanaan Tugas Profesi Advokat sebelum Berlakunya
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Rata-rata para advokat yang diwawancarai menyatakan sebelum
berakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
para advokat hanya tunduk pada kode etik yang telah ada sehingga
seringkali menimbulkan kurangnya kedisplinan. Bahkan dalam hal
penyataraan dalam menegakkan hukum keberadaan advokat sering
dikesampingkan dan para penegak hukum lainnya seperti Mahkamah
Agung, Kejaksaan dan Kepolisian.

Suatu kewajiban hukum bagi penyidik untuk menjelaskan kepada
tersangka akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum akan
tetapi yang sering terjadi datam prekteknya, para penyidik setiap ingin
memulai pemeriksaan hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat
monoton dari waktu ke wakiy, yaitu dalam seliap perkara, penyidik

nanyakan kepada tersangka yang rata-rata masih buta hukum untuk
e

didampingi penasihat hukum atau advokat tentu saja terkadang jawaban

ang timbul gdalah “tidak” karena mereka sendiri bingung dan tidak
Y
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tahu menahu apa sebenamya fungsi dan peranan penasihat hukum

atau advokat baginya, Yang sering kali terjadi bahkan menjadi

kebiasaan penyidik tidak menjelaskan tedebih dahulu akan hak-hak
tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi tersangka
yang tidak mampu.

Hal yang paling sering dikemukakan oleh para advokat yang
diwawancarai adalah masih banyaknya pengacara yang sebenamya
bukan pengacara. Seperti dari instansi pemerintah yang hanya karena
bergelar sarjana hukum maka berhak untuk mendampingi atau membela
instansinya. Sebagai contoh kasus yang pemnah terjadi pada tahun 2003
bulan September, dapat dijadikan sebagai salah satu contoh yaitu
adanya laporan mengenai menjalankan profesi advokat dimana mereka
bukanlah advokat yang sah:

Kasus ini bermula dari terlapor Max menjalankan kuasa untuk mewakili
kepentingan klien (pemben kuasa) atas nama Pimpinan Proyek
Pembinaan Jalan Tol Depkimpraswil Ri, Jakarta, dalam perkara di
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pdt G/2001/PN Mks. Kuasa
tersebut dijalankan teriapor dengan cara mengajukan kasasi pada 9 Juni

2003. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dan menyerahkan

. kasasi kepada panitera Pengadilan Negern Makassar.
memaon

Sedanakan terlapor Edi pada 29 Agustus 2003, S dan 12 September
ang

2003 duduk didepan persidangan Pengadilan Negeri mewakili
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kepenti
pentingan hukum PT Bank Rakyat Indonesia selaky tergugat | dalam

perkara Nomor 121/Pdt. GIPN.Mks. Terapor memperkenalkan  diri

seolah-olah sebagai kuasa hukury yang sah. Dalam laporan tersebut,

kedua terlapor tidak pernah diangkat sebagai pengacara praktik,
advokat atau penasihat hukum yang sah. Padahal keduanya pemah
diberikan peringatan namun tidak dindahkan. Namun ada hal yang
menark atas kasus ini, yaitu ketika dilaporkan Mapolresta Makassar
Barat, pihak Polresta Makassar Barat Kebingunan dengan lapnranl
tersebut, namun setelah para advokat yang mengajukan laporan
tersebut memperiihatkan Undang-Undang MNomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat dan memjelaskannya Polisi baru mengerti bahwa ada
sanksi pidana bag orang yang menjalankan profesi advokat yang
dimana bukaniah seorang advokat.

Sebelum beriakunya undang-undang advokat, istilah advokat
dipisah dengan istilah pengacara praktik dimana kritenia pemisahan ini
dilihat dari banyaknya jumiah kasus yang pemah ditangani. Dikatakan
advokat berarti dapat beracara diseluruh wilayah Indonesia, namun

karena telah berlakunya undang-undang advokat maka antara istilah

advokat dan pengacara prakiek diseragamkan menjadi Advokat. Dan

uniuk  pengawasan, penindakan dan pembelaan diri bagi seorang

advokat dalam melaksanakan profesinya selaku pembern bantuan

hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat dilaksanakan
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seolah-olah sebagai kuasa hukym yang sah. Dalam laporan tersebut

kedua terapor tidak pemah diangkat sebagai pengacara praktik,

advokat atau penasihat hukum yang sah. Padahal keduanya pernah
diberikan peringatan namun tidak diindahkan, Namun ada hal yang
menarik atas kasus ini, yaitu ketika dilaporkan Mapolresta Makassar
Barat, pihak Polresta Makassar Barat Kebingunan dengan lapuran-
tersebut, namun setelah para advokat yang mengajukan laporan
tersebut memperiihatkan Undang-Undang MNomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat dan memjelaskannya Polisi baru mengerti bahwa ada
sanksi pidana bagi orang yang menjalankan profesi advokat yang
dimana bukaniah seorang advokat.

Sebelum berlakunya undang-undang advokat, isfilah advokat
dipisah dengan istilah pengacara praktik dimana kritena pemisahan ini
dilihat dari banyaknya jumiah kasus yang pernah ditangani. Dihat_ahan
berarti dapat beracara diseluruh wilayah Indonesia, namun

advokat

karena telah berlakunya undang-undang advokat maka antara istilah

advokat dan pengacara praktek diseragamkan menjadi Advokat. Dan

untuk pengawasan penindakan dan pembelaan diri bagi seorang

advokat dalam melaksanakan profesinya selaku pemberi bantuan

hukurm sebelum berakunya Undang-Undang Advokat dilaksanakan
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oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri dimana advokat itu

ditempatkan namun sekarang wewenang itu beralih kepada Organisasi

Advokat itu sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-
Undang Advokat,

Pentingnya Bagi Advokat Mendapat Legitimasi

Profesi advokat yang juga menjadi tumpuan atas kepercayaan
masyarakat pencari keadilan, sudah sepatutnya dilandasi dengan
undang-undang selain memberi makna legitimasi, sebaliknya juga
meneniukan rambu-rambu sebagai bentuk pengawasan agar tanggung
jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekeraan
terhormat tidak mengecewakan apalagi mengingat advokat adalah
bagian dari sistem peradilan yang diturtut jujur dan adil untuk semua
pencari keadilan demi penegakan hukum.

Hadirnya undang-undang advokat yang sudah lama dinantikan
oleh kalangan advokat merupakan legitimasi profesi, maka undang-
undang advokat telah memberi olorilas profesional bagi advokat dalam
memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan keilmuannya
pengaturan adanya sanksi hukuman bagi yang

disamping periu

melanggar ketentuan pada undang-undang tersebut, sementara dalam

segi moralitas dan integritas profesi advokal diatur tersendini melalui

etika profesi.



Adﬂpun EHI'IQQE‘PEIH para advokat yang
pentingnya

diwawancarai terhadap
legitimasi  yaitu mengemukakan telah memperjelas
kedudukan advokat sebagai penegak hukum dimana dengan adanya
undang-undang advokat ini maka ada tumpuan yang menjadi dasar

acuan bagi advokat dalam memperoleh perlindungan,

Menurut Danial selaku advokat yang diwawancarai pada tanggal

22 Juni 2004, mengatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat dapat menjadi senjata jika hak-hak advokat diremehkan

misalnya dalam memperoleh data, informasi atau dokumen yang
berhubungan dengan perkara klien,

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Pencan

Keadilan Yang Tidak Mampu

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kewajiban

bagi advokat terutama bagi mereka yang ancaman hukumannya 5 {lima)

tahun keatas yang tersangka atau terdakwanya tidak mampu dan atau

tersangka yang diancam hukuman 15 (lima belas) tahun keatas dan hal

inilah yang rata-rata dikemukakan oleh para advokat yang telah
diwawancarai, seperti yang dikemukakan oleh Bobby Kowndoy dalam

wawancara langsung pada tanggal 16 Juni 2004 selaku advokat,
bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dengan alasan selain
karena kewajiban advokat rata-rata perakara yang ditangani karena
perkaranya menank dan ada tantangan yaitu sampal sejauhmana
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Bahkan Baharudd;
| ddin Syam yang diwawancarai pada tanggal 22
Juni 2004, mengharapkan agar jaksa

tidak lagi mem .
mEnghalang.haiang{ pengarubi dan

| klien atay Masyarakat . Ini terkesan bahwa
seorang jaksa tidak mempunyaj kepercayaan diri jika tersangka atau
terdakwa didampingi oleh advokat atay Pengacara dan adapun
kendala lainnya terkadang advokat menerima intimidasi dari klien atau
masyarakat yang kurang Puas atas putusan yang diterimanya.

Ada suatu kasus yang menark yang menyangkut hak dan
kewaﬂban advokat yaitu kasus pembagian warisan antara keluarga.

Dalam kasus ini bermula ketika -

Janda mendiang Ramli Gunawan yakni Ny. Octavia yang mewskili
anaknya merasa tidak adil dalam pembagian warisan yang hanya
diberi Rp 1 Milliar, sedangkan Rp 4 Milliar akan diberikan pada tahun

2008 dimana masih banyak uang yang tersisa selain dan itu oleh
karena itu ia menggugat adik almarhum yakni lwan Gunawan Gomas

Jaya dan PT. Asia Tropical dalam kasus ini yang menjadi saksi dari
tergugat adalah pengacara/advokatnya itu sendiri, namun dalam yang
ketiga kalinya persidangan advokat tersebut tidak pemah datang.

Temyata oleh penggugat menggunakan massa unituk memaksa

advokat itu, namun dilain pihak advokatl itu mengatakan bahwa ia
mengundurkan diri menjadi saksi dengan alasan tetap menjungjung
Pasal 19 Undang-Undang

linggi etika profesi. la meniuk pads



bagaimana Penetrapan hukumnya

- Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Tugas Dan

Fungsi Sebagai Pember Bantuan Hukum

Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan

(ugas terungkap adanya fakta dalam praktek lapangan yaitu, kendala
yang sering dihadapi yaitu pada saat tahap penyidian dimana jaminan
akan adanya persamaan peran yang melekat pada profesi advokat
dalam proses perkara pidana, masih merupakan jaminan diatas kertas
bahkan terkesan masih adanya pelecehan dan sikap apriori terhadap
peran advokat sebagai pemberi bantuan hukum.

Hal lain yang menyebabkan sehingga peran akfif advokat kurang
terfihat ditingkat penyidikan yang akhimya berdampak pada tidak
memungkinkannya advokat melaksanakan fungsinya adalah tidak
adanya sikap terbuka dari para aparat penyidik dalam menjelaskan
hal-hal yang menjadi hak dari para tersangka sebelum diperiksa, fakta

yang menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang buta hukum,

sehingga sulit bagi para tersangk
yang menjadi haknya selama menjatani pemeriksaan perkara yang

a untuk mengetahui apa sebenamya

disangkakan kepadanya.
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Advokal Nomor 18 Tahun 2003 dan kode etik adwkal y:a:-ng intinya ; I
;

menyebutkan advokat wajib merahasiakan s&gala sasuatu vang-d

diketahui dari kfiennya selain itu berdasarkan pada Pasal 174 Rbg jo

Pasal 1909 alinea 2 BW huruf C, yaitu seorang advokat mempunyai
hak ingkar.

Penolakan Terhadap Pengurusan Perkara Klien

Dasar hukum perkara yang tidak kuat berada pada urutan
pertama, diikuti pembenturan kepentingan dan ketidakjujuran klien.
Alasan atas dasar hukum tidak kuat merupakan alasan yang sering
digunakan advokat dalam menolak suatu pengurusan perkara klien,
alasan ini bisa jadi alasan yang paling mudah dan alasan yang paling
tidak dipahami secara baik oleh klien atau masyarakat. Kadangkala
Advokat yang telah diberi kepercayaan oleh klien/masyarakat, terjadi
kecenderungan bahwa klien seringkali merusak  hubungan

kepercayaan ftersebut dengan memberkan keterangan yang tidak

benar kepada advokal, yaitu seperti ada keterpaksaan yang dituntut

oleh suatu kebutuhan.

Dari hasil beberapa wawancarna yang dilakukan terekam kritena-
n hasi

kriteria yang digunakan dalam prakiek untuk menentukan apakah
riteria .
dapat dikatakan memiliki dasar hukum atau tidak, yaitu ;
suatu perkara
Klien berada pada posisi yang lemah sehingga
a Klen

ustahil perkaranya dapat dimenangkan
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b. M
elakukan Pembelaan terhadap kiien tersebut akan
membuat advokat tidak maksimal dalam menjalankan
perannya

Untuk kedua alasan tersebut sebenamya penolakan yang

dilakukan advokat tidak Capat sepenuhnya disalahkan hal ini antara
lain yang dikemukakan oleh para advokat, adalah lebih baik menolak
klien daripada akhimya tidak dapat secara optimal mewalkili
kepentingannya,
- Honorarium Advokat
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan
beberapa mekanisme pada hubungan klien-advokat dalam

menentukan honoranum atau biaya jasa, dimana ada dua cara dalam
penetapan imbalan jasa yailu yang pertama ditentukan sebagai
kesepakatan awal berupa penetapan tarif yang diajukan advokat dan

persetujuan klien terhadap iarif tersebut dan yang kedua menetapkan

imbalan jasa bagi advokal secara kontinyu, yaitu ditentukan secara

mberiannya bergantung dengan hasil akhir perkara yang
um ada atau tidak ada kesepakatan

awal tapi pe
diwakili. Namun walaupun bel
an dan advokal mengenai tarf jasa, adalah kewajiban bagi

jasa pada advokat yang digunakannya

antara kli

klien membernkan imbalan

terutama menyangkut biaya fransportasi dan pengurusan perkara.

- Pelanggaran Kode Etik
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- Harapan Yang Diha

Amin pada tanggal 18 Juni 2004, salaky
IKADIN.  Adapun

Ketua Dewan Kehormatan
hasil wawancara tersebut adalah, beliau
mengemukakan bahwa untuk daerah wilayah Makassar belum ada
advokat yang dilaporkan melakukan pelanggaran. Namun untuk
wilayah pusat telah ada yang melaporkan pelanggaran yaitu
pelanggaran kode etik profesi advokat oleh salah seorang advokat
yang juga anggota IKADIN yang bemama Todung Mulya Lubis
bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu berupa mengiklankan diri
sebagai seorang advokat yang jelas-elas didalam aturan kode etik

tidak diperbolehkan. Atas pelanggaran tersebut maka telah dilakukan

teguran lisan dan tertulis.
Dalam wawancara pada tanggal 7 Juli 2004 M. Adnan, selaku
Hakim mengemukakan bahwa ketika ia menjadi Hakim Pengawas, ia

pernah menerima laporan adanya pelanggaran yang dilakukan

advokat berupa mencampuri kasus kedua belah pihak bahkan

melakukan infimidasi terhadap salah satu pihak.

rapkan Advokat Setelah Lahimya Undang-Undang
18 Tahun 2003 Tentang Advokat

yang diharapkan para kalanga
Advokat, mereka menyatakan agar adanya

e vokat setelah
n ad t a

Mengenal apa
lahirnya Undang-Undang
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Namun yang menjadi pertanyaan bagi mereka semua apakah
advokat yang saat ini adalah juga penegak hukum memiliki karakter
wewenang yang sama seperti halnya wewenang hukum publik dengan
ciri khas memiliki daya paksa jika tidak dipatuhinya.

Peranan seorang advokat dalam proses peradilan pidana masih
simpang siur dan seringkali menjadi titik lemah dari profesi tersebut,
sebab penegak hukum lainnya seperti Jaksa ataupu Polisi dalam
berbagai kesempatan seringkali menggunakan sisi lemah ini unfuk
menjatuhkan status dani seorang advokat dalam melakukan perbuatan
hukum demi kepentingan kiiennya, tetapi harapan semua advokal agar
apa yang diatur dalam undang-undang advokat pada Pasal 5 yang

menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum

bebas dan mandin yang dijamin oleh hukum dan peraturan

undangan maka diharapkan permasalahan menyangkut

perundang-
adikan titik lemah terhadap jajaran profesi

status advokat tidak lagi dij

tersebut, walau pelaksanaan undang-undang ini masai dalam keadaan

transisi.
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advokat

_ fika disejajarkan
sebagai penegak hukum seperti Hakim, Jakeg dan Polisi tidaklah
mungkin karena advokat berstatus sebagal penegak hukum swasta
sedangkan penegak hukum lainnya berstatys penegak hukum negeri
yang artinya ada campur tangan pemerintah.

4.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Advokat Setelah Berlakunya
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat dan bersifat
timbal balik, adanya hak pada advokat menimbulkan kewajiban atau
tanggung jawab terhadap pihak klien (masyarakat)

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban advokat
maka kita harus kembali pada pengaturan tentang hak dan kewajiban
advokat dalam Undang-Undang Advokat Mengenai bagaimana
pelaksanaan hak dan kewajiban advokal. penulis mengambil sampel

pada Rumah Tahanan Makassar dimana yang menjadi sampel

rakat yang pemah menggunakan jasa hukum

a Rumah Tahanan Makassar,

tersebut adalah masya

dari advokat dalam hal ini warg

lah berlakunya Undang-Undang
aimana pelaksanaan hak dan kewajiban

Advokal, namun
Walaupun kini te

untuk membahas tentang bag

i I (]
advokat temyata belum begitu efekdf

M)




Jumlah Responden (Wa
rga Rumah Tahanan M
Menggunakan Jasa Hukum Dar; Mi';ﬂ;isar} Yang Pemah

NOMOR KASUS e

! |Undang-Undang Teroris/ | 4 Orang

Perpu No. 2 Pasal 13 ¢

2 Penganiayaan 1 Orang
3 Korupsi 4 Orang
4 Pembunuhan 1 Orang
5 | Narkoba 10 Orang

TOTAL 20 Orang

Sumber data : Rumah Tahanan Makassar, 2004
Data diatas terlihat bahwa yang paling banyak menggunakan jasa

hukum dari advokat adalah kasus narkoba yang kemudian diikuti dengan

kasus korupsi dan Undang-Undang Teroris lalu kasus penganiayaan dan

g diwawancarai langsung, rala-rala sangat
na bagi mereka advokal

mereka alami,

Pembunuhan. 20 orang yan

memeriukan jasa hukum dari advokal dima

dibutuhkan sebagai tempat untuk konsultasi atas apa yang
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Pendapat Responden Terhadap palg
Advokat Menurut Undang-Unda oK
t

Tentang Advoka

l TANGGAPAN RESPONDEN

NO KASUS PUAS | KECEWA BIASA-BIASA SAJA

1 | Undang-Undang Teroris/ | 1 Orang |2 Orang [1 Orang
Perpu No. 2 Pasal 13 ¢

2 | Narkoba 1 Orang |2 Orang | 7 Orang
3 | Korupsi 1 Orang 2= 3 Orang
4 | Pembunuhan 3= = 1 Orang

1 Orang

3 | Pengananiyaan = -

TOTAL e e B

Lo

Sumber data : Rumah Tahanan Makassar, 2004
Dari beberapa pertanyaan yang diajukan temyata mayoritas
Menanggapi keberadaan advokat dengan biasa-biasa saja. Bagi mar&k.a,.
menggunakan jasa hukum advokat antara puas dan mengecewakan ini
digunakan fersebut. Dan rata-rala

tergantung dari siapa advokat yang

Mengemukakan hal yang sama yai



yang mesti dipakai dalam menilai  kineja  advokat. Bagi mereka

menggunakan jasa hukum darj advokat adalah merupakan suaty u atung-
untungan yaitu sampai sejauhmana advokat ity bertindak dalam menangani
suatu perkara apakah bersungguhﬁungguh atau ftidak. Ada juga yang
mengatakan bahwa ia menggunakan jasa hukum dari advokat sebenamya
sebagai pelengkap saja yaitu sekedar mendampingi karena ia memang
tahu bahwa ia bersalah.

Kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat sangatiah besar
bahkan merupakan pertaruhan hidupnya. la dapat saja mengorbankan
materi apapun yang dimilikinga demi mempertahankan kebenaran yang
diyakininyga Begitu juga ketika kiien demi kepentingan penyelesaian
Perkara dan alasan pembukiian atau memperkuat suatu alibi, ia terpaksa
N8rus mengungkapkan informasi dan keterangan yang bersifal sangat
‘ahasia yang pernah dialami dalam perkara fersebut. Temmasuk .
Pribadij, keluarga dan rahasia bisnis, bahkan bisa saja terjadi informasi dan

; but | merugikan
keterangan yang bersifat sangat rahasia t o :

izie - dikhianati.
dil'in]ra apabila kepercayaan yang telah diber ikan dilanggar atau

Al



Pendapat senadg juga dikemukakap, ;
kan juga Oleh mag
Yarakat atay klien

advokat ¥ang mengaky sangat
kecewa sekali atag kinerja - advokat dalam

Kekecewaan ini didasari dengan berbagaj g

yang pemah menggunakan iasa hukum

3san, befupa advokat yang
lalai  dalam melaksanakan kewajibannya
menambah imbalan secarg sepihak dan kurangnya komunikasi.

Salah S80rang warga rumah tahanan mengemukakan bahwa:

digunakan sulit dihubungi,

+ Buat apa pakai pengacara, na bikin habisi uangta bary tidak
ditahu napakai apai uangta. Padahal banyaknya uang saya
kasihki, alasannya bedeng untuk bayarki jaksa supaya ringanki
hukumanku. Na saya ini tidak bersalahka tidak mauja sebenamya
pakai pengacara tapi itu pengacara yang kebetulan tetanggaku
sendin selalu tawarkan dinnya dengan janji-janjinya.”
Alas tanggapan orang tersebut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa ia
lidak mengetahui atau tidak paham akan hukum ditambah lagi
Pengacara/advokat yang digunakannya lafai hal ini tentu hak kiien teiah
diremehkan ditambah lagi kewajiban uniuk mementingkan Heﬂewn
Klien oleh advokat tidak tedaksana seperti apa yang dinarapkan dan diatur

ng.l_,ll'ldﬂ“g Advokal

dala . khususnya Unda -

Ma
Dari hasil penelitian di Rumah Tananat iasa advokat
j yang mengaku puas atas jas3
jwawancara

EEt.'lEIglEn warga yang d PEIT'ah mgnggl.ll'laﬂﬂﬂ jasa

klien yang
¥ang digunakannya. Masyarakat atau
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sudah merupakan tugasnya dan disitulah advokat memperolgh biaya hidup.
Dikatakan puas karena selaly ads komunikasi dimang initah yang
dibutuhkan para klien, seperti apa yang diungkapkan oleh salah saty
tersangka pelaku Bom Makassar Muchtar Dg Lau yang diwawancarai
pada tanggal 24 Juni 2004 -
“Saya mengatakan ia melaksanakan tugasnya dengan baik karena ia
begitu maksimal dalam menangani perkara saya dan saya merasakan
adanya pembelaan dari dia, karena saya ini tidaklah bersalah seperti
i dakan
8pa yang disangkakan pada saya dan ia selalu menga
komunikasi, dan itulah saya butuhkan.”
Mﬂn}rﬂngkut masalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma
. mbﬁ’iﬂn bantuan
dalam prakteknya temyata belum maksimal walau pe |
:dak mampu adalah kewajiban dai
hukum pada masyarakat kurang atau tidak

: iskriminasi oleh
8dvokat, h -I ini rata-rata mengatakan masin adanya diskrimi
al 1
i ; sigpa crangnya
Sdvokat terhadap perkara-perkara yang diajukan migginya
dan berapa kemampuannya.
&5



Advokat memang menerima upah Sebagai jasa layanan namun hal itu
bukan berarti profesi advokat adalah sebuah bisnis sebap seorang advokat
dalam menjalankan profesinya tidak semats -mata mencari imbalan materi
tetapi terutama untuk menegakkan hukum, keaditan dan kebenaran dengan
cara yang jujur dan berlanggung jawab. Mengenai kewajiban advokat, M.
Adnan mengemukakan bahwa saat ini masih ada saja advokat yang tidak
menguasai hukum acara dalam proses peradilan misalnya dasar hukum
kasus yang sedang ditangani hingga terkadang membuat hakim menjadi
kesal padahal menguasai hukum acara adalsh kewsjiban dari advokat
sebab pelanggaran ketentuan hukum acara bisa berdampak luas bagi
proses peradilan, dan bisa mendatangkan konsekuensi yuridis bagi pihak-
pihak yang terkait dengan jalannya peradilan.

Ketaatan pada hukum acara akan lebih mudah diidentikkan dengan
periindungan kepentingan hukum kiien. Dengan kuasa yang diberikan klien
Pada advokat, pihak luar fermasuk hakim, akan mengarikan setiap
tindakan advokat pada proses peradilan sebagai tindakan kien. a2 i

. 2 sama juga berlaku
tidak dilakukan dengan persetujuan kiien Pandangan

i ' timbulkan atas
terhadap kelalaian advokat sebagai kelalaian klien alau ditim
epengetahuan klien. Jika pelanggaran keten

hi
advokat hanya merupakan kegagalan memer y
rugian substansial

bagi klien kelalaian tersebut mendatangkan k°

wan hukum acara bagi

standar profesinya maka
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dengan adanya undang-undang bantuan hukum namun yang periu
diperhatikan upaya pengembangan kapasitas masyarakat unfuk mampu
menyesuaikan sendin permasalahan hukum yang dihadapinya lewat
ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penerapan alfernafif dispute
resolufion (ADR).
Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum tersebut
maka peraturan bantuan hukum sebaiknya mencakup :
- Jaminan terhadap masyarakat unfuk mendapatkan akses ke
peradilan formal dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang

merupakan wujud dari pelaksanaan bantuan hukum individual yang

seyogyanya dilakukan oleh advokat dan dijamin oleh penegak
hukum lainnya pada setiap proses peradilan

- Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan

hukum struktural
hukum sebagai wujud dari pelaksanaan bantuan

elaksanakan bantuan hukum
peradilan

- Koordinasi antar unsur dalam m

g dan
- Tranparansi terhadap kebijakan huku™
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BAE 5

PENUTYp

5.1 Kesimpulan

1.

dan kewajiban advokat manunt Undang-{]ndarg Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat maks Penulis menyimpulkan -

Advokat berstatus sebagai Penegak hukum bebas dan mandii yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan namun hal
yang tidak dapat dipungkiri bahwa walau telah bertakunya Undang-
Undang Advokat tidak berarti advokat selaku bagian dari aparat
Penegak hukum telah sepenuhnya mendapatkan peranan yang setara
dengan jajaran penegak hukum lainnya. Dilain pihak tingkat
Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi para
tersangka atau terdakwa dalam memanfaatkan atau menggunakan
jasa bantuan hukum dari advokal belum sesuai dengan apa yang

: : faktor yakni masih
diharapkan hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa
unfuk menjelaskan secara

n faktor ketidakmampuan

belum maksimalnya upaya dari penydik
terbuka akan hak-hak hukumnya da

dengan honoranum.
mmﬂmka atau terdakwa atas yang berhubungan deng |
pembelaan diri bagi advokat

D indakan dan i
alam hal pengawasan, peni kepada arganisai

. i heralih
Uidak lagi dilaksanakan oleh hakim fetap!
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Dan bagi pengguna jasa hukum menggunakan advokat merupakan

suatu untung-untungan dimana tergantung dari bagaimana kinerja

advokat tersebut apakah advokat dalam menangani suatu perkara

dapat bersungguh-sungguh atay tidak. Namun harapan bagi semua

Mmasyarakat khususnya pengguna jasa hukum agar Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat berjalan sebagaimana

Mestinya  terutama dalam hal menegakkan keadilan dan

Mmengutamakan kepentingan masyarakat pencari keadilan.

5.1 Saran

- Agar pelaksanaan hak dan kewajiban advokat dapal leriaksana
seperti apa yang diharapkan maka seyogyanya para advokat
Memaksimalkan diri dalam menjalankan fugasnya S g

harkat dan martabat profesinya. Terutama dalam memberikan
agar kepercayaarn

Pelayanan yang maksimal kepada masy3
um bagi

. . uan huk
Masyarakat terhadap advokat sebagal paeer DAt

al




pencarn keadilan dapat semakin terwujud khususnya bagi
keadilan masyarakat yang tidak mampy,

Untuk para penegak hukum lainnya, sebaiknya dapat menegima

profesi advokat sebagai bagian darj Penegak hukum terutama datam

pelaksanaan proses peradilan dj pengadilan,

6l
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Pengadilan Negeri Makassar
Jalan R.A Kartin No. 18 / 23
11p.{ﬂ411.)323236,324ﬂ58

MAKASSA R

e

Makassar, 7 Juli 2004

T KETERA
No. WlE.DEAT.ﬂE—l!]—'ng 2004

Yang bertandatangan dibawah Ini Panitera
Negeri Makassar :

[ Sekretaris Pengadilan

....... HHEEHEHWAH;SE MHum

dengan ini menerangkan bahwa

Nama «+  ERISTIANA SALEH

--------------------------------------------------------------------------------------

STB/Jurusan : B 111.00 503/ IIME HURKUM

Pekerjaan/Instansi: MAH,PAK,.BUEUM UNHAS MAEASSAR

......................................................................................

Alamat - EDP,BLK.D NO.4 TAMALANREA MAKASSAR

Judul Skripsi : IMPLEMENPAST UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN

EEWAJIBAN ADVOKAT,

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari
tanggal 10, Juni 2004 campai dengan tanggal .7.Juli 2004

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat

permintaan dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Makassar ...
Tgl.7 Juni 2004 Bo,070/553-1/KKB.2004

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.




